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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis bahwa pada bagian-bagian 

bab sebelumnya terhadap tinjauan yuridis terhadap proses penerbitan sertifikat 

melalui PRONA di Kota Gorontalo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1). Proses penerbitan sertifikat melalui PRONA. 

 Dalam proses penerbitan sertifikat oleh pihak Kantor Pertanahan Kota 

Gorontalo, dimana yang menjadi persoalan suatu sertifikat sulit diterbitkan adalah 

berkaitan dengan alas hak (surat-surat tanah) yaitu persoalan yang sangat penting bagi 

masyarakat, dimana alas hak merupakan dasar untuk dapat memiliki hak atas tanah. 

Keberadaan surat di bawah tangan, sebagai salah satu pembuktian hak dalam 

penerbitan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. 

2). Kendala-kendala yang dihadapi pihak Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, antara 

lain:  

 Penyertifikatan tanah melalui PRONA di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo 

mengalami kendala dalam proses penyertifikatan tanah sebagai berikut: 

1. Daftar nama calon peserta yang diusulkan ternyata subyek dan obyeknya 

bermasalah/sengketa. Sehingga dengan pengeluaran suatu sertipikat  ini, 
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menandakan telah ada pendaftaran tanah yang dilakukan. Hanya saja, dalam 

praktek, penerbitan sertipikat tanah masih dapat dipertanyakan keefektifannya 

dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum, apakah sertipikat 

benar-benar melindungi hak (subyek) atau tanahnya (obyek) atau hanya bukti 

fisik sertipikatnya saja, karena sering terjadi ketika dibawa ke pengadilan, 

dapat saja diakui secara formal sertipikatnya, tetapi tidak melindungi subyek 

dan obyeknya.  

2. Sertifikat tanah belum dapat diserahterimakan kepada peserta, karena masih 

terdapat peserta kegiatan yang terhutang BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan).  

3. Masih terdapat peserta yang alas haknya (data yuridisnya) belum lengkap. 

Alas hak atas tanah merupakan persoalan yang sangat penting bagi 

masyarakat, dimana alas hak merupakan dasar bagi seseorang untuk dapat 

memiliki hak atas tanah. Keberadaan surat dibawah tangan, sebagai salah satu 

pembuktian hak dalam penerbitan sertipikat pada Kantor Pertanahan Kota 

Gorontalo, dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pemegang hak. Akibatnya, 

meskipun sertipikat merupakan alat bukti (Surat-Surat Tanah) yang kuat bagi 

Selain itu, kendala lainnya : misalnya ada tanda tangan/cap ibu jari yang 

bukan tanda tangan/ cap ibu jari pemohon, pemohon/pendaftar bersifat tidak 

mau tahu merasa semua urusan sudah diserahkan kepada semua pihak 

perangkat desa sehingga tidak proaktif terhadap kelengkapan berkas atau 

persyaratan yang kurang, pendidikan dan kemampuan perangkat 
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desa/kelurahan banyak yang rendah dan sudah tua sehingga kurang 

mendukung dalam menyiapkan berkas/pemberkasan, ini menjadi pemicu 

sulitnya pihak Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat. 

5.2 Saran  

1) Kantor Pertanahan Kota Gorontalo sebagai lembaga yang bertugas dalam 

pelayanan bidang pertanahan seharusnya memberikan pemahaman yang 

mudah dimengerti kepada masyarakat yang kurang mampu yang dilakukan 

dengan sosialisasi secara rutin berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang 

harus dipenuhi dalam proses penyertifikatan tanah melalui Program Nasional 

Agraria (PRONA). 

2) Perlunya pihak Kantor Pertanahan Kota Gorontalo memberikan penjelasan 

yang dapat dimengerti oleh masyarakat terkait dengan adanya alas 

hak/surat/dokumen lainnya yang masih dalam sengketa, ataupun persoalan 

BPHTB yang sewajibnya dibayarkan karena merupakan pajak ketika sertifikat 

diterbitkan. 
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